BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN PEMBERLAKUAN KEMBALI 6
(ENAM) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 5 (lima)
hari kerja belum memberikan hasil yang maksimal
terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Lebong
maka perlu dilakukan perubahan pelaksanaan 5 {lima)
hari Kerja dalam 1 {satu) minggu menjadi 6 ( enam | hari
kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas perlu dilakukan perubahan Peraturan
Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang pelaksanaan S
(lima} hari kerja menjadi & (enam) hari kerja di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan
Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828},

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 4438):




Menetapkan

10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Feraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  [Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lebong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebong MNomor 1 Tahun 2012
tentangPenataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Lebong.

MEMUTUSKAN:

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DAN
PEMBERLAKUAN KEMBALI 6 (ENAM) HARI KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Bupati adalah Bupat Lebong.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lebong

6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap yang bekerja dengan

kontrak kerja yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.

7. Pejabat fungsional adalah Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB 11
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

Ketentuan hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu;

Pas=al 3

Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (Enam) hari kerja sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 diatas, adalah 35 jam dan ditetapkan sebagai berikut :

{1) Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 - 14.00 WIB
(2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB
(3) Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 13.00 WIB
BAB III
PAKAIAN KERJA, ATRIBUT
Pasal 4
Ketentuan Pakaian kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut
Hari Senin : PDH Linmas
Hari Selasa s/d Rabu  : PDH Kuning Khala
Hari Kamis : Pakaian Batik
Hari Jumat : Pakaian Muslim (Non Muslim Menyesuaikan)
Hari Sabtu : Pakaian Olah Raga

Ketentuan Pakaian kerja Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebagai berikut :
Hari Senin s / d Rabu  : Kemeja Putih Celana Hitam

Hari Kamis : Pakaian Batik
Hari Jumat : Pakaian Muslim {Non Muslim Menyesuaikan]
Hari Sabtu : Pakaian Olah Raga

Pasal 5

Atribut yang digunakan pada pakaian dinas harus lengkap sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6
Pelaksanaan Peraturan 6 (enam) hari kerja di Lingkungan Pemerintah Dacrah

Kabupaten Lebong akan dievaluasi setelah 1 (satu) tahun berlaku mulai 1 Juni
2015
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BAB V
PENGAWASAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan 6enam) han kerja di
SKPD masing-masing,

(2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 6 (enam) hari kerja
dilakukan oleh Inspektorat dan Satpol PP.

(3) Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 6
{enam) hari kerja dilaporkan kepada Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3§ Me!

BUPATELEBONG,”

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH ATEN LEBONG

MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR



